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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kita serahkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan 

rahmat dan karunia-Nya serta menuntun dan membimbing kita sehingga dapat 

menyelesaikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran2024. 

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai, setelah 

Peraturan Daerah terbentuk dirincikan lagi dengan Peraturan Walikota Dumai 

Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Funsi 

serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. Renja OPD 

merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk 

mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan 

tahunan daerah pada umumnya. 

 

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2024 ini masih belum sempurna. Oleh karena 

itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari 

para pengguna (stakeholders) Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Dumai Tahun 2024 ini sebagai langkah perbaikan dimasa-masa mendatang sebagai 

upaya kami untuk meningkatkan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance). 

 

Demikian Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai 

Tahun 2024 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dumai, 01 Agustus 2023 
Plt. Kepala Pelaksana, 

 
 
 
 
 

 
IRAWAN SUKMA, AP, M.Si 

Pembina Tk.I 
NIP.19750816 199603 1 004 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk 

pelaksanaan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara subtansi 

mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar penyusunan 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) . 

Perumusan program dan kegiatan serta panganggaran menitikberatkan 

pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adanya penetapan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kota 

Dumai, maka seluruh arah kebijakan dan program pembangunan daerah 

selama 5 (lima) tahun kedepan harus berpedoman pada RPJMD tersebut. 

Ketentuan tersebut diamanatkan kepada seluruh stakeholder pembangunan 

daerah termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai 

sebagai salah satu instansi pemerintahan di Kota Dumai.  

Menyikapi hal tersebut maka perlu dirancang suatu rencana program 

kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman 

dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan arah 

kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD. 

RenjaBPBD Kota Dumai merupakan dokumen perencanaan periode 

satutahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif serta perkiraan maju yang 

menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan 

kebijakan yang telah di setujui untuksetiap program dan kegiatan. Proses 

penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan:  

1. Persiapan Penyusunan Renja 

2. Penyusunan Rancangan Renja 

3. Pelaksanaan Forum SKPD 

4. Penetapan Renja.
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Penyusunan Renja BPBD tahun 2024 dilakukan melalui 

prosesteknokratis dan partisipatif dengan mengikutsertakan seluruh 

pemangkukepentingan, proses top-down dan proses bottom-up secara 

berjenjangberdasarkan hasilforum perangkat daerahsebagaimana dimaksud 

merupakan hasil pembahasan usulan program dan kegiatan yang telah 

disinergikan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) Kota Dumai. Dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan 

yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Dumai tahun 

2021-2026.  
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Selanjutnya rencana kerja (Renja) menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pada tahun 2024 dengan mendukung 

terwujudnya visi dan misi Kota Dumai yang menjadi tanggung jawab BPBD Kota Dumai dalam Penyusunan dan pelaksanaan anggaran 

kegiatan pada Renja. Berikut bagan alir proses penyusunan Renja Tahun 2024 : 

 

 

 

 

 

Persiapan Penyusunan 
Renja  

SE KDH perihal penyampaian rancangan awal 
RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan 
Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai 

 

Pengelolaan data 
dan informasi 

Hasil evaluasi 
capaian Renstra  

Analisis Gambaran 
Pelayanan  Isu-isu penting 

penyelenggaraan 
tugas dan fungsi  

Hasil evaluasi 
pelaksana Renja  

Perumusan 
tujuan 

Perumusan 
tujuan 

 

Telaahan 
Rancangan Awal 

RKPD Kota Dumai 

Perumusan program 
dan kegiatan, 

indicator kinerja, 
dana indikatif 

Usulan program 
dan kegiatan dari 

masyarakat 

Sinkronisasi 
Kebijakan nasional 

dan Provinsi 

Rancangan Renja 
BPBD Kota Dumai 

Penyempurnaan 
Rancangan Renja 
BPBD Kota Dumai 

 

Musrembang 
Kecamatan 

Perumusan 
Rencana akhir 

RKPD 

Penyusunan 
Rancangan 

RKPD 

Pembahasan Renja 
BPBD Kota Dumai 

 

Musrembang 
RKPD 

Per KDH 
RKPD Kota 
Dumai 

Penyusunan 
Rancangan RKPD 

Pengesahan Renja 
BPBD 

Penyesuaian Rancangan 

Renja BPBD Kota 
Dumai 

 

RENJA-BPBD Kota 
Dumai 
 

Penyesuaian Rancangan 

Renja BPBD Kota 
Dumai 

 

1 
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Pada prinsipnya perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan 

bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan dengan 

memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global. Oleh 

karna itu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah saling keterkaitan antara 

Kementrian, Provinsi dan Kabupaten Kota dalam menyusun proses Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).  

Renja BPBD Kota Dumai merupakan penjabaran dari Renstra BPBD Kota 

Dumai Tahun 2021-2026 yang mana rencana kegiatan menyesuaikan dengan 

program prioritas Kota Dumai yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kota Dumai. 

BPBD Kota Dumai yang terbentuk dalam Peraturan Daerah Nomor 54 tahun 

2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja BPBD Kota Dumai yang telah diubah setelah adanya peningkatan status 

kelembagaan dengan peningkatan yang semula Badan dengan klasifikasi B menjadi 

Badan dengan klasifikasi A sesuai dengan Peraturan WaliKota Dumai Nomor: 39 

Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Funsi serta Tata 

Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yang merupakan unsur 

pelaksana urusan wajib Bidang Trantibum Linmas Sub urusan Bencana dan Sub 

urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat sebagai prioritas pembangunan daerah dalam peningktan 

kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, oleh karna itu selain 

berpedoman kepada dokumen perencanaan daerah Kota Dumai, juga berpedoman 

atau bersinergi dengan dokumen perencanaan instansi vertikal seperti Renstra dan 

Renja BNPB serta Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau. 

BPBD Kota Dumai secara khusus mendukung pencapaian misi daerah yang 

ke 3 (tiga) yaitu Mewujudkan Infrastruktur wilayah yang berkualitas dan sasaran 

dari misi tersebut adalah Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan 

bencana. Dengan demikian, BPBD Kota Dumai berpedoman dalam upaya-upaya 

pencapaian visi dan misi Kota Dumai tahun 2021-2026. 

 

1.2 Landasan Hukum 

 

Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 ini menggunakan 

beberapa peraturan sebagai rujukan, yaitu : 

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Kota 

Madya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 

1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3829); 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 
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2005 nomor 104, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 

4421); 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 4700); 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor 114 Tahun 

2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 

Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor 101Tahun 

2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 

Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 

(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3); 

10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana 

Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025; 

11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai 

Tahun 2016-2021 

12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran 

Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D). 
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13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 

(Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E); 

14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 tentang kedudukan, 

susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

 

Maksud penyusunan Renja BPBD Kota Dumai tahun 2024 adalah 

sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun. 

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan teknis 

pada kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja tahun 2024. Perencanaan 

strategis yang dirancang dalam bentuk Rencana Kerja bermaksud untuk 

memberikan arah pada perencanaan penyelenggaraan program-program dan 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana serta pelayanan Sub urusan Kebakaran Pemadaman, Penyelamatan, 

dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah 

Kabupaten/Kota . 

Adapun tujuan dari Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Dumai tahun 2024 adalah  : 

1. Meningkatkan pelaksanaan peran dan fungsi serta perumusan kebijakan 

teknis di bidang penanggulangan bencana, penyelenggaraan urusan 

pemerintah dan pelayanan umum bidang penanggulangan bencana, 

pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan Sub 

urusan Kebakaran Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan 

Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. 

2. Mensinkronkan dan mensinergikan kegiatan dan program BPBD Kota 

Dumai dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang 

dalam RKPD Kota Dumai.  

3. Penyusunan Renja bertujuan agar kegiatan yang akan dilaksanakan 

sesuai dengan Renstra yang sudah ditetapkan sehingga target kinerja 

yang termuat di dalamnya dapat tercapai. 

 
1.4 Sistematika Penulisan 

 
Sistematika Penulisan Renja ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, landasan hukum, 

maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. 

BAB II  HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 
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II.1.  Bab ini membahas tentangevaluasi pelaksanaan Renja OPD 

tahun lalu  dan capaian Renstra OPD  

II.2 Analisis kinerja pelayanan OPD 

II.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD 

II.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 

BAB III  TUJUAN DAN SASARAN OPD 

Bab ini membahas mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, 

tujuan dan sasaran Renja OPD, serta program dan kegiatan. 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  OPD 

Bab ini membahas tentang Renja BPBD Kota Dumai pada tahun 

2022. 

BAB V PENUTUP 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA 
DUMAI TAHUN 2022 

 
 
2.1  Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Kota Dumai Tahun 2022 dan Capaian 

Renstra BPBD Kota Dumai 
 

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra OPD merupakan 

indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat pelayanan dan kinerja 

OPD BPBD Kota Dumai. Selanjutnya dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja 

tahun lalu dan capaian Renstra BPBD Kota Dumai. Anggaran belanja BPBD 

Kota Dumai yang digunakan untuk program dan kegiatan pada tahun 2022 

sebesar Rp.16.370.749.743,-. Sementara itu, Realisasi anggaran sebesar 

Rp.12.438.138.631,- atau terserap sekitar 76.10%. Berikut ini disajikan hasil 

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 pada BPBD Kota 

Dumai.  

Dari target sasaran kinerja untuk program kegiatan yang telah 

ditetapkan tahun 2022 dapat dilihat pada uraian sebagai berikut yaitu: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

 Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 

3.605.010.393,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.293.329.706,- 

atau 91.35%. 

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

 Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar 

Rp.6.960.800,- dan realisasI keuangan sebesar Rp.6.600.000,- atau 

94.82%. 

1.1.3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 

Pada kegiatan inialokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 

20.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.19.961.500,- atau 

99.81%. 

1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1.2.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

 Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 

42.505.148,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.336.200,- atau 

99.60%. 

1.2.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

 Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 

25.411.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.899.700,- atau 

94.05%. 
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1.2.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

 Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 

12.898.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.898.500,- atau 

100%. 

1.2.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

 Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 

4.260.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.050.000,-atau 

95.07%. 

1.2.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

 Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 

111.641.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 111.633.148,-atau 

99.99%.  

1.2.6 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

 Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 

3.215.685.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.908.140.000,- 

atau 90.44%. 

1.2.7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 

Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 

757.100.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 654.363.070,-atau 

86.43%. 

1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1.3.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

 Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 

3.510.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.510.000,-atau100%. 

1.3.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

 Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 

60.220.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 58.436.112,- atau 

97.04%. 

1.3.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

 Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 

71.040.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 71.040.000,-atau 

100%. 

1.3.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

 Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 

365.468.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 338.463.720 atau 

92.61%. 

1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
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1.4.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

 Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 

72.390.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 69.005.500,- atau 

95.32%. 

1.4.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

 Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar 

Rp.22.721.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.721.800,- atau 

100%. 

1.4.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya 

 Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 

200.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau 0%. Pada 

kegiatan ini target jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor 

dan bangunan lainnya tidak dapat tercapai. 

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 

2.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

2.1.1 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 

Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia  sebesar 

Rp.1.840.932.396,- dan realisasi keuangan Rp. 645.825.105,- atau 

35.08%. Pada kegiatan ini target jumlah dokumen hasil pengendalian 

operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap 

bencana tidak dapat tercapai dikarenakan kegiatan ini bersifat 

situsional. 

2.2 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

2.2.1 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 

Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 

1.192.571.882,- dan realisasi keuangan Rp. 1.157.422.963,- atau 

97.05%. Pada kegiatan ini, target jumlah kejadian penanganan 

bencana. 

2.2.2 Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana 

Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia  sebesar Rp. 

2.008.022.524,- dan realisasi keuangan Rp. 282.063.107,- atau 

14.05%. Pada kegiatan ini target terlaksananya pengarahan dan 

pengorganisasian komando penanganan darurat bencana tingkat 

provinsi tidak dapat tercapai dikarenakan kegiatan ini bersifat 

situsional yang dapat dilaksanakan jika ada kejadian bencana 

dilapangan. 
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2.3 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan 

Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam 

Daerah Kabupaten/Kota 

3.1.2  Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan 

Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 

Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia  sebesar Rp. 

2.732.400.000,- dan realisasi keuangaan Rp. 2.732.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

realisasi keuangan Rp. 2.732.400.000,- atau 100%. Pada kegiatan ini 

target dapat tercapai yakni jumlah pengadaan sarana dan prasarana 

untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung 

diri yang sah dan legal sesuai standart teknis terkait 
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T-C. 29 
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 
Kota Dumai 

 
Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kode 

Urusan / Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan  

Indikator Kinerja Program 
(Outcomes)/Kegiatan / Sub 

Kegiatan (Output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
OPD) 

Tahun 
2024 

Realisasi 

Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 

s/d dengan 
tahun 

(2021) 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan Tahun 

Lalu 2022 

Target 

Progam 
dan 

Kegiatan / 
sub 

Kegiatan 
(Renja OPD 

Tahun 
2023 

Perkiraan Realisasi Capian 
Target Renstra OPD s/d 

tahun berjalan 

Target 

Renja 
OPD 

Tahun 
2022 

Realisasi 

Renja 
OPD 

Tahun 
2022 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan / 

Sub Kegiatan 
s/d Tahun 

berjalan 

Tingkat 

Capaian 
Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

1     

URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN 
DASAR 

  

        

1 5    
BADAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH KOTA 
DUMAI 

  

        

1 5 
0
1 

  

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Persentase penunjang urusan 

bidang Perencanaan 
Pemerintah Daerah 

100% 

  

 

 

100% 

  

1 5 
0
1 

20
1 

 
Perencanaan, penganggaran 
dan evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

Jumlah Dokumen 
perencanaan, penganggaran 
dan evaluasi kinerja perangkat 

daerah 

1 Dokumen 

  

 

 

1 Dokumen 

  

1 5 01 
20
1 

 

Koordinasi dan penyusunan 
laporan capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi kinerja 
SKPD 

 

Jumlah laporan capaian kinerja 

dan ikhtisar realisasi kinerja 
SKPD dan laporan hasil 
koordinasi penyusunan laporan 
capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD 

3 Laporan 

  

 

 

3 Laporan 

  

1 5 
0

1 

20

2 
 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen / Laporan 

administrasi keuangan 
perangkat daerah 

8 

Dokumen 

  

 

 
8 

Dokumen 

  

1 5 01 
20
2 

1 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang menerima 
gaji dan tunjangan ASN 

32 Orang  

 
14 

Bulan 
14 Bulan 100 32 Orang  
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1 5 01 
20
2 

5 
Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan akhir 

tahun SKPD dan laporan hasil 
Koordinasi penyusunan laporan 
keuangan akhir tahun SKPD 

2 Laporan 

 
2 

Dokum
en 

2 
Dokumen 

100 2 Laporan 

  

1 5 01 
20
2 

8 

Penyusunan Pelaporan dan 

Analisis Prognosis Realisasi 
Anggaran 

Jumlah Dokumen pelaporan dan 

analisis prognosis realisasi 
anggaran 

1 Dokumen 

 1 

Dokum
en 

1 
Dokumen 

100 1 Dokumen 

  

1 5 
0
1 

20
3 

 
Administrasi Barang Milik 
Daerah Perangkat Daerah 

Jumlah laporan admnistrasi 
barang milik daerah pada 

perangkat daerah 

2 Laporan 

 

   2 Laporan 

  

1 5 01 
20

3 
6 

Penatausahaan barang milik 

daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan Penatausahaan 

barang milik daerah pada SKPD 
2 Laporan 

 
   2 Laporan 

  

1 5 
0

1 

20

5 
 

Administrasi Kepegawaian 

perangkat daerah 

Jumlah dokumen administrasi 

kepegawaian perangkat daerah 

3 

Dokumen 

 
   

3 

Dokumen 

  

1 5 01 
20
5 

2 

Pengadaan Pakaian dinas 

beserta atribut 
kelengkapannya 

Jumlah paket pakaian dinas 
beserta atriut kelengkapan 

40 Paket 

 

   40 Paket 

  

1 5 01 
20
5 

9 
Pendidikan dan pelatihan 
pegawai berdasarkan tugas 
dan fungsi 

Jumlah pegawai berdasarkan 
tugas dan fungsi yang mengikuti 
pendidikan dan pelatihan 

2 Orang 

 

   2 Orang 

  

1 5 01 
20
5 

11 
Bimibingan teknis 
implementasi peraturan 

perundang-undangan 

Jumlah orang yang mengikuti 
bimbingan teknis implementasi 

peraturan perundang-undangan  

2 orang 

 

   2 orang 

  

2 5 2 
20
6 

 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen/Laporan 

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

2 
Dokumen 

 

   
2 

Dokumen 

  

2 5 2 
20
6 

1 
Penyediaan komponen 
instalasi listrik/penerangan 
bangunan kantor 

Jumlah paket komponen 
instalasi listrik/penerangan 
bangunan kantor yang 

disediakan 

1 paket 

 

   1 paket 

  

2 5 2 
20
6 

2 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket peralatan dan 
perlengkapan kantor yang 

disediakan  

1 Paket 
 

12 
Bulan 

12 Bulan 100 1 Paket 
  

2 5 2 
20

6 
4 

Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor 

Jumlah Paket bahan logistic 

kantor yang disediakan 
1 Paket 

 12 

Bulan 
12 Bulan 100 1 Paket 

  

2 5 2 
20
6 

5 
Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah paket  barang cetakan 
dan pengadaan yang disediakan 

1 Paket 
 

12 
Bulan 

12 Bulan 100 1 Paket 
  

2 5 2 
20

6 
6 

Penyediaan bahan bacaan 

dan peraturan perundang-
undangan 

Jumlah dokumen bahan bacaan 

dan peraturan perundang-
undangan yang disediakan 

1 Dokumen 

 
12 

Bulan 
12 Bulan 100 1 Dokumen 
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2 5 2 
20
6 

9 
Penyelenggaraan rapat 
koordinasi dan konsultasi 

SKPD 

Jumlah laporan 
penyelenggaraan rapat 

koordinasi dan konsultasi SKPD 

1 Laporan 

 
12 

Bulan 
12 Bulan 100 1 Laporan 

  

2 5 2 
20
6 

10 Penatausahaan arsip dinamis 
Jumlah Dokumen 
penatausahaan arsip dinamis 
pada SKPD 

1 Dokumen  

 

   1 Dokumen  

  

2 5 2 
20

6 
11 

Dukungan pelaksanaan 
system pemerintahan 

berbasis elektronik pada 
SKPD 

Jumlah Dokumen Dukungan 
pelaksanaan system 

pemerintahan berbasis 
elektronik pada SKPD 

1 Dokumen 

 

   1 Dokumen 

  

2 5 2 
20
7 

 
Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Unit Pengadaan   
Barang   Milik   Daerah   
Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

30 unit 

 

   30 unit 

  

2 5 2 
20
7 

2 
Pengadaan kendaraan dinas 
operasional atau lapangan 

Jumlah unit kendaraan dinas 
operasional atau lapangan yang 
disediakan 

25 Unit  

 

25 unit 25 unit 100 25 Unit  

  

2 5 2 
20
7 

5 Pengadaan Mebel 
Jumlah paket mebel yang 
disediakan 

1 paket 
 

   1 paket 
  

2 5 2 
20
7 

7 
Pengadaan asset tetap 
lainnya 

Jumlah unit asset tetap lainnya 
yang disediakan 

5 Unit 
 135 

unit 
135 unit 100 5 Unit 

  

2 5 2 
20
7 

10 
Pengadaan sarana dan 
prasarana gedung kantor 

atau bangunan lainnya 

Jumlah unit sarana dan 
prasarana gedung kantor atau 
bangunan lainnya yang 

disediakan 

15 unit 

 

   15 unit 

  

2 5 2 
20
8 

 
Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

4 Laporan 

 

   4 Laporan 

  

2 5 2 
20
8 

1 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah aporan penyediaan jasa 
surat menyurat 

1 Laporan 
 

12 
bulan 

12 bulan 100 1 Laporan 
  

2 5 2 
20
8 

2 
Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah laporan penyediaan jasa 
komunikasi, sumber daya air 
dan listrik yang disediakan 

1 Laporan 

 
12 

bulan 
12 bulan 100 1 Laporan 

  

2 5 2 
20
8 

3 
Penyediaan Jasa Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

Jumlah laporan penyediaan jasa 

peralatan dan perlengkapan 
kantor yang disediakan 

1 Laporan 

 
12 

bulan 
12 bulan 100 1 Laporan 

  

2 5 2 
20
8 

4 
Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah laporan penyediaan jasa 
pelayanan umum kantor yang 
disediakan 

1 Laporan 
 

12 
bulan 

12 bulan 100 1 Laporan 
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2 5 2 
20
9 

 

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

Jumlah Unit Pemeliharaan  

Barang  Milik  Daerah  
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

152 Unit 

 

   152 Unit 

  

2 5 2 
20

9 
2 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah kendaraan dinas 
operasional atau lapangan yang 

dipelihara dan dibayarkan pajak 
dan perizinanannya 

100 Unit 

 

12 

bulan 
12 bulan 100 100 Unit 

  

2 5 2 
20
9 

9 
Pemeliharaan peralatan dan 
mesin lainnya 

Jumlah peralatan dan mesin 
lainnya yang dipelihara 

50 Unit 
 12 

bulan 
12 bulan 100 50 Unit 

  

2 5 2 
20
9 

 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 
bangunan lainnya 

Junlah gedung kantor dan 

bangunan lainnya yang 
dipelihara/ rehabilitasi 

1 Unit 

 
12 

bulan 
0 0 1 Unit 

  

2 5 
0
3 

  
PROGRAM 
PENANGGULANGAN 
BENCANA 

Persentase Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana 

85 % 
 

   85 % 
  

2 5 
0

3 

20

1 
01 

Pelayanan informasi rawan 

bencana kabupaten/kota 

Jumlah dokumen pelayanan 
informasi rawan bencana 

kabupaten/kota 

1 

Dokumen 

 

   
1 

Dokumen 

  

2 5 03 
20

1 
01 

Penyusunan kajian resiko 

bencana kabupaten/kota 

Jumlah dokumen kajian resiko 

bencana yang dilegalisasi 
1 Dokumen 

 
   1 Dokumen 

  

2 5 
0
3 

20
2 

 

Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana 
 

Jumlah Dokumen pelayanan 

Pencegahan dan kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

6 
Dokumen 

 

   
6 

Dokumen 

  

2 5 03 
20

2 
1 

Penyusunan rencana 
penanggulangan bencana 

kabupaten/kota 

Jumlah dokumen rencana 
penanggulangan bencana yang 

dilegalisasi 

1 Dokumen 

 

   1 Dokumen 

  

2 5 03 
20
2 

2 

Pelatihan pencegahan dan 

mitigasi bencana 
kabupaten/kota 

Jumlah warga Negara dan 

aparatur yangmengikuti 
pelatihan pencegahan dan 
mitigasi bencana 

30 warga 

 

   30 warga 

  

2 5 03 
20
2 

3 

Pengendalian operasi dan 

penyediaan sarana prasarana 
kesiapsiagaan terhadap 
bencana kabupaten/kota 

Jumlah Dokumen hasil 

pengendalian operasi dan 
penyediaan sarana prasana 
kesiapsiagaan terhadap bencana 
kabupaten/kota 

1 Dokumen 

 

3 
Dokum

en 

1 
Dokumen 

50.00 1 Dokumen 

  

2 5 03 
20
2 

4 

Penyediaan peralatan 
perlindungan dan 
kesiapsiagaan terhadap 
bencana 

Jumlah peralatan penyelamatan 
diri bagi individu warga Negara, 
keluarga, maupun petugas 

50 unit 

 

   50 unit 

  

2 5 03 20 5 Pengelolaan resiko bencana Jumlah dokumen analisis resiko 1 Dokumen     1 Dokumen   
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2 kabupaten/kota bencana pada kegiatan 
pembangunan yang mempunyai 

resiko tinggi menimbulkan 
bencana 

2 5 03 
20
2 

7 
Penanganan pasca bencana 
kabupaten/kota 

Jumlah bantuan/paket 1 kegiatan 
 

   1 kegiatan 
  

2 5 03 
20
2 

8 
Pengembangan Kapasitas Tim 
Reaksi Cepat (TRC) bancana 
kabupaten/kota 

Jumlah personil TRC yang 
dikembangkan kapasitas teknis 
dan manajerialnya 

20 orang 

 

   20 orang 

  

2 5 
0
3 

20
3 

 
Pelayanan Penyelamatan 
dan Evakuasi Korban 
Bencana 

Jumlah Dokumen pelayanan 
penyelamatan dan evakuasi 
korban bencana 

1 
Dokumen 

 

   
1 

Dokumen 

  

2 5 03 
20
3 

2 
Respon Cepat Darurat 
Bencana Kabupaten/Kota 

SK Penetapan Status Darurat 
Bencana dan SKPDB yang 
ditetapkan paling lama 1x24jam 

berdasarkan ahasil dokumen 
laporan kaji cepat 

1 Dokumen 

 

50 
Kejadia

n 

50 
Kejadian 

100 1 Dokumen 

  

2 5 03 
20
3 

5 
Aktivasi sistem komando 
penanganan darurat bencana 

Jumlah laporan pelaksanaan 
aktivasi sistem komando 
penanganan darurat bencana 

1 Laporan 

 1 
Lapora

n 

1 
Laporan 

15.00 1 Laporan 

  

2 5 
0
3 

20
4 

 
Penataan system dasar 
penanggulangan bencana 

Jumlah dokumen penataan 
system dasar penanggulangan 
bencana 

4 
Dokumen 

 

   
4 

Dokumen 

  

2 5 03 
20

4 
2 

Penguatan kelembagaan 

bencana kabupaten/kota 

Jumlah dokumen tata kelola 

kelembagaan bencana daerah 
1 dokumen 

 
   1 dokumen 

  

1 5 4   

PROGRAM PENCEGAHAN, 
PENANGGULANGAN, 
PENYELAMATAN 

KEBAKARAN DAN 
PENYELAMATAN NON 
KEBAKARAN 

Persentase Pencegahan, 
Penanggulangan, 
Penyelamatan Kebakaran dan 

Non Kebakaran 
 

85% 

 

   85% 

  

1 5 4 
20
1 

 

Pencegahan, Pengendalian, 
Pemadaman, Penyelamatan, 
dan Penanganan Bahan 
Berbahaya dan Beracun 

Kebakaran dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Pencegahaan 
Pengendalian Pemadaman 
Peneyelamanatan Dan 
Penaganan  Bahan Berbahaya 

Dan Beracun Kebakaran Dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

1 
Dokumen 

 

   
1 

Dokumen 

  

2 5 2 
20
1 

06 

Pengadaan sarana dan 

prasarana pencegahan, 
penanggulangan kebakaran 
dan alat pelindung diri 

Jumlah sarana dan prasarana 
untuk pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran dan 
alat pelindung diri yang sah dan 
legal sesuai standart teknis 

terkait 

25 unit 

 

1100 
unit 

1100 unit 100 25 unit 
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Dari tabel T.C 29 tersebut dapat dilihat bahwa beberapa urusan kebencanaan yakni 

program penanggulangan kebencanaan dan  program pencegahan, 

penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 

belum terealisasi dengan baik hal ini terjadi kerena ada beberapa faktor yang 

menjadi  kendala dalam capaian target dan reliasasi kegiatan yaitu : 

a. Bahwa program dan kegiatan urusan kebencanaan yang bersumber dari Dana 

Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) belum terealisasi sesuai target hal ini 

karena kegiatan kebencanaan bersipat situsional artinya kegiatan ini hanya 

dapat dilaksanakan apabila ada kejadian kebencanaan  seperti  contoh 

kebakaran. Jika terdapat kejadian baru kegiatan ini dapat dilaksanakan. 

b. Bahwa BPBD saat ini belum ada penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan 

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang akan mengahsil suatu produk 

hukum pneyelenggaraan penanggulangan bencana yang tertuang dalam regulasi 

peraturan (PERDA) Penanggulangan Bencana yang menjadi acuan Badan 

Penanggulangan Bencana dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam 

memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana 

meminimalisir kerugian, mengurangi risiko bencana,  memberikan informasi 

rawan bencana dan pelayanan penanggulangan bencana baik bencana 

alam/non alam dengan memberikan pelatihan guna meningkatkan kapasitas 

masyarakat dalam menghadapi bencana menuju orang masyarakat Kota Dumai 

yang tangguh dalam menghadapi bencana.   

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintah 

bidang trantibum linmas sub urusan bencana perlu mendapat perhatian baik 

dalam segi program kegiatan dan penganggaran yang memadai sehingga pelayanan 

dan penyelenggaraan penanggulangan bencana terselenggara secara terencana, 

terpadu, terkoordinasi, efektif dan efisien serta tepat sasaran. 
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2.2  Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kota Dumai 

Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kota Dumai tahun 

2024 dapat dilihat pada tabel 1 berikut: 

Tabel 2.2 
Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai 
Tahun 2024 

 

NO Indikator SPM Target Tahun 2024 

1 
Persentase 4 jenis bencana yang 
ditangani 

85% 

2 
Persentase penanggulangan dan 
penanganan bencana 

78.21% 

3 Response Time Rate Kejadian Bencana 100% 

4. 
Cakupan Wilayah Penanganan 
bencana 

56.42% 

 

Indikator Kinerja utama (IKU) terhadap pencapaian kinerja pelayanan 

SKPD tahun 2024 merupakan Komitmen BPBD Kota Dumai dalam 

menanggulangi kebakaran dan non kebakaran serta kebakaran  hutan dan 

lahan. 
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Tabel T-C. 30 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai 

Kota Dumai 

 

No Indikator 
SPM/Standar 

Nasional 

IK

K 

Target Renstra Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Dumai 

Realisasi 

Capaian  
Proyeksi 

Catatan 

Analisis Tahu
n 

2022 

Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

Tahun 

2025 

Tahu
n 

2022 

Tahu
n 

2023 

Tahu
n 

2024 

Tahu
n 

2025 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1. 
Persentase 4 jenis bencana 
yang ditangani 

  - 80% 85% 90%   85% 90%  

2. 
Persentase penanggulangan 
dan penanganan bencana 

  - 78.21% 78.21% 78.21%   
78.21

% 

78.21

% 
 

3. 
Response Time Rate 
Kejadian Bencana 

  100% 100% 100% 100% 75% - 100% 100%  

4. 
Cakupan Wilayah 
Penanganan bencana   

- 56.42% 56.42% 56.42%   
56.42

% 
56.42

% 
 

 

Dari tabel indikator diatas BPBD menetapkan 4 indikator dan hanya indikator respon time kejadian bencana yang memiliki 

persentase target 100 %. Realisasi capaian pada indikator tersebut tercapai 75 %, artinya 25 % belum tertangani karena kondisi luasan 

wilayah kota dumai yang  luas. Hal ini kerena adanya jarak tempuh yang jauh untuk mengaakses keseluruhan daerah. Oleh sebab itu, 

Badan Penanggulangan Bencana mengusulkan untuk membuat pos terpadu pengawasan kebakaran lahan dan hutan pelayanan 

pemadam kebakaran pemukiman berdasarkan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sesuai dengan wilayah administrasi kecamatan 

dibeberapa kecamatan agar target pelayanan respon time 15 menit dapat terealisasi 100 %. 
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2.3  Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kota Dumai 

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai membantu 

walikota dalam melaksanakan tugas urusan kebencanaan. Terkait 

pelaksanaan tugas-dan fungsinya, BPBD melakukan koordinas ke propinsi 

dan pusat terkait program dan kegiatan urusan kebencanaan di bidang 

penanggulangan bencana daerah. Koordinasi menjamin terselenggaranya 

penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan 

menyeluruh, agar  peran koordinasi antara daerah dan pusat terjalin dalam 

hal persamaan persepsi ketidaksamaan mengenai paradigma penanggulangan 

bencana yang ada saat ini. 

Guna melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Dumai menyelenggarakan fungsi: 

a. Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan 

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, 

rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; 

b. Penetapan standarisasi serta penyelenggaraan dan penanggulangan 

bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. Penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan bencana; 

d. Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana; 

e. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada walikota 

setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam 

kondisi darurat bencana; 

f. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 

g. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); serta 

h. Penyiapan fungsi lain yang diberikan walikota sesuai dengan lingkup 

fungsinya. 

 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBD mempunyai  UPT. 

Pemadam Kebakaran (Damkar)  yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan 

mengontrol, memberi petunjuk dan tugas, membimbing bawahan, memeriksa dan 

mengoreksi hasil kerja bawahan, serta membuat laporan kegiatan pemadam 

sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, serta sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Untuk melaksanakan tugas UPT. Pemadam Kebakaran (Damkar) mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pemadaman; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis pemadaman; 

c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada 

pemadam kebakaran; 



Rancangan Akhir Renja BPBD TA  2024 
24 

d. Penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan pemadam kebakaran; 

e. Pembinaan dan pelaksanaan dibidang pemadam kebakaran; 

f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang pemadaman 

kebakaran; 

Pelaksanaan terkait tugas dan fungsi UPT Damkar masih menghadapi 

banyak kendala. Pelaksanaan urusan kebencanaan kebakaran  belum berjalan 

maksimal  dikarenakan pelayanan kebakaran belum menjangkau areal terluar kota 

dumai, sehingga mengakibatkan lambatnya penanganan kebakaran yang terjadi. 

Jarak tempuh dan lokasi yang sulit menjadi salah satu kendala dalam hal respon 

time. BPBD kota dumai mengusulkan  pembuatan sektor pemadam kebakaran di 

beberapa kecamatan beserta penambahan jumlah personil damkar, sarana dan 

prasarana, alat pelindung diri, serta peningkatan kapasitas pegawai terlatih dalam 

menangani kebencanaan kebakaran. 

Adapun permasalahan yang di hadapi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang berdampak 

terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, prioritas pembangunan daerah 

dalam peningktan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana  serta 

capaian Program Nasional dapat disampaikan sebagai berikut : 

1. Belum adanya Kajian Risko Bencana (KRB) yang mana dalam KRB ini akan 

memberikan gambaran pemetaan wilayah rawan bencana, pemetaan 

kerentanan dan pemetaan kapasitas serta pemeringkatan Ancaman/bencana 

perjenis Ancaman/bencana sebagai dasar pelayanan informasi rawan 

bencana; 

2. Belum adanya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang disusun 

dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang mana RPB tersebut akan 

menghasil Regulasi Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Bencana dan 

peraturan Walikota sebagai petunjuk teknis dalam penanggulangan bencana 

per jenis bencana; 

3. Belum adanya rencana kontigensi yang merupakan kesepakatan bersama atau 

komitmen bersama dalam penanggulangan bencana melalui penetapan 

skenario dan pembagian tugas masing Dinas/OPD (Organisasi Perangkat 

Daerah) atau Instansi vertikal lainnya yang terkait langsung dalam 

penanggulangan bencana serta belum adanya FGD Mitigasi bencana; 

4. Belum danya penataan sistem Aktivasi  komando penanganan darurat 

bencana baik bencana alam/non alam dan Respon cepat bencana non alam 

epidemi/wabah penyakit serta respon cepat bencana kegagalan teknologi; 

5. Belum adanya Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 

yang terintegrasi yang cepat dan tanggap dengan pemasangan atau 

penggunaan Early Warning System (EWS) perjenis ancaman bencana; 
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6. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas aparatur BPBD terutama aparatur 

yang mempunyai kompetensi kebencanaan; 

7. Kurangnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan 

bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana); 

8. Kurangnya Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan 

kesiapsiagaan bencana dalam rangka peningkatan Indeks Ketahanan daerah 

(IKD) dengan penguatan kapasitas kecamatan tangguh bencana, kelurahan 

tangguh bencana dan keluarga tangguh bencana; 

9. Belum adanya kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar 

lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan 

kebakaran dan penyelamatan non kebakaran; 

10. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung penanganan 

penanggulangan bencana; 

11. Belum adanya Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOP) Penanggulangan 

Bencana dan gudang peralatan kebencanaan; 

12. Kurangnya Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana 

Kabupaten/Kota dan penyediaan kebutuhan dasar minimal terhadap 

masyarakat terdampak bencana; 

13. Belum adanya regulasi penanganan Pasca Bencana tentang pengkajian 

Kebutuhan Pasca Bencana dan Rencana Rehabilitasi&Rekonstruksi Pasca 

Bencana (R3P) dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar terhadap 

masyarakat terdampak bencana; 

14. Belum terpenuhinya standar kualifikasi petugas Damkar sebagaimana yang 

diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 2009 dengan ratio 

jumlah mobil dan petugas Damkar 1 : 6; 

15. Belum tersedianya pos pengawasan penanggulangan bencana atau sektor 

pemadam kebakaran berdasarkan Wilayah manajemen Kebakaran (WMK) 

berdasarkan wilayah adminstrasi perkecamatan dalam palayanan sub urusan 

kebakaran serta pencapaian respon time Pencegahan, Pengendalian, 

Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun 

Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota; 

16. Belum adanya Pembentukan atau pembinaan terhadap relawan kebencanaan 

dan relawan pemadam kebakaran; 

17. Belum adanya sistem Holistik penanganan bencana yang dilakukan pada 

semua fase mulai dari pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pasca 

bencana dan dilakukan oleh unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, 

akademisi dan media dalam penanggulangan bencana dengan responsip, 

kolaborasi dan resiliensi menuju masyarkat yang tangguh dalam menhadapi 

bencana.  



Rancangan Akhir Renja BPBD TA  2024 
26 

Dalam menyikapi permaslahan-permasalahan yang terjadi dan isu strategis 

yang ada saat ini, Badan Penang Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai 

telah meningkatkan Status kelmbagaan yang semula berada pada klasifikasi B 

menjadi Badan dengan klasifikasi A, dengan jabatan kepala  pada eselon II B, 

dengan adanya peningkatan klasifikasi tersebut menuntut serta tanggujawab yang 

besar dalam pelayanan sub urusan trantibum linmas sub urusan bencana dan sub 

urusan kebakaran serta pencapaian respon time Pencegahan, Pengendalian, 

Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun 

Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana tentunya harus didukung dengan 

regulasi yang mengatur penanggulangan bencana yang tersusun dalam Rencana 

Penanggulangan Bencana (RPB) sedangkan dasar dalam penyusunan RPB tersebut 

adalah Kajian Risiko Bencana (KRB) Kajian Risko bencana pada tahun 2023 ini 

sedang dalam proses penyusunan sehingga RPB menjadi target utama pada tahun 

2024, sehingga setelah adanya RPB tersebut program kegiatan yang menjadi tugas 

dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana menjadi terarah tertata dengan efektif 

dan efisien dalam memberikan pelayanan pelayanan dasar minimal sub urusan 

bencana. 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana tentunya harus di dukung sarana 

dan prasarana yg memadai seperti kebutuhan bidang kedaruratan dan logistik 

dalam menata sarana prasaran peralatan kebencanaan dan logistik pemenuhan 

kebutuhan dasar terhadap masyarakat terdampak bencana yang dudukung dengan 

penataan tempat penyimpanan atau gudang peralatan kebencanaan, sedangkan 

pada palayanan sub urusan kebakaran serta pencapaian respon time Pencegahan, 

Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan 

Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota belum didukung dengan 

adanya sektor pelayanan unit pelayanan berdasarkan Wilayah Manajemen 

Kebekaran (WMK), minimal dari 7 (tujuh) kecamatan terdapat 3 (tiga) sektor di 

kecamatan terluar sehingga pencapaian target respon time 15 menit bisa tercapai. 

 
 
2.4.  Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 
 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2024 disusun 

dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kota Dumai. Penanggulangan 

bencana yang dibahas dalam kedua dokumen tersebut belum menjadi kebijakan 

utuh pemerintah Kota Dumai, karena masih menjadi bagian dalam kebijakan 

peningktan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Oleh karena itu, 

perlu adanya komitmen pemerintah Kota Dumai terkait penyelenggaraan 

penanggulangan bencana yang tertuang dalam RKPD Kota Dumai untuk tahun-

tahun mendatang. 
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Penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Dumai mulai tanggal 19 juni 2023 telah meningkatkan Klasifikasi Badan yang 

semula Badan dengan Klasifikasi B menjadi Badan dengan Klasifikasi A. Dengan 

adanya Peraturan WaliKota Dumai Nomor: 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Funsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Dumai. Sejak bendirinya Badan dengan Klasifikasi A. Dengan 

adanya Peraturan WaliKota Dumai, 11 (sebelas) tahun terus meakukan perubahan 

dan perbaikan, dari sisi kelembagan pada saat ini sudah setara dengan Eselon II B  

akan tetapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih perlu adanya 

pemebenahan dan perbaikan dalam pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas 

aparatur BPBD terutama aparatur yang mempunyai kompetensi kebencanaan, 

Belum adanya Kajian Risko Bencana (KRB) yang mana dalam KRB ini akan 

memberikan gambaran pemetaan wilayah rawan bencana, pemetaan kerentanan 

dan pemetaan kapasitas serta pemeringkatan Ancaman/bencana perjenis 

Ancaman/bencana sebagai dasar pelayanan informasi rawan bencana yang pada 

tahun 2023 ini sedang dalam proses penyusunan sehingga diharapkan pada 2024 

sudah melakukan pembenahan regulasi dalam penanggulangan bencana dengan 

menyusun Dokumen Rencana Penunggulangan Bencana (RPB) yang akan 

menghasilkan suatu Peraturan Daerah (PERDA) yang menata dan mengatur  

tentang Penanggulangan bencana yang selanjutnya di atur ke dalam Peraturan 

Walikota (PERWA) tentang Petunjuk teknis Penanggulangan bencana per item 

bencana sesuai hasil pemeringkatan ancaman dalam dokumen Kajian Risiko 

Bencana (KRB). 

Pada awal perencanaan penganggaran tetap  mengacu pada Renstra BPBD 

Kota Dumai Tahun 2021-2026, dimana pada tahun 2024 direncanakan 

pelaksanaan sebanyak 3 (tiga) Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh 

tiga) sub kegiatan dengan mempertimbangkan perkembangan permasalahan 

lingkungan yang dihadapi.Adapun kegiatan pada Rencana Kerja tahun 2024, yaitu : 

 

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

1.2.3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

1.3.1  Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 
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1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

1.4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

1.4.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

1.5.4 Barang Cetakan dan Penggandaan 

1.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

1.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

1.5.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 

1.5.8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD 

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

1.6.1 Pengadaan Mebel 

1.6.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 

2.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 

2.1.1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 

2.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

2.2.1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 

2.2.2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 

2.2.3 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 

2.2.4 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 

2.2.5 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 

2.2.6 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 

2.3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

2.3.1 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 

2.4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 

2.4.1 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 
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3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN 

KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 

3.1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan 

Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

3.1.1  Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 
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Tabel T-C.31 
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 

Kota Dumai 

Nama : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Kota Dumai 
    

 

 

No 

Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting Program/Kegiatan/ 

Sub kegiatan 
Lokasi 

Indikator Target 

Capaian 

Pagu Indikatif 

(Rp) 

Program/Kegiatan/s

ub kegiatan 

Lokasi Indikator Target 
Kebutuhan 

Dana 

Kinerja 
 

Kinerja Capaian (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Kota 
Dumai 

Persentase penunjang 
urusan bidang 
Perencanaan 
Pemerintah Daerah 

 

100% 5.149.682.767 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Kota 
Dumai 

Persentase penunjang 
urusan bidang 
Perencanaan 
Pemerintah Daerah 

 

100%  

 

1.1 

Perencanaan, 

penganggaran dan 
evaluasi kinerja 
perangkat daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen 
perencanaan, 

penganggaran dan 
evaluasi kinerja 
perangkat daerah 

1 
Dokumen 

13.224.500 

Perencanaan, 

penganggaran dan 
evaluasi kinerja 
perangkat daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen 
perencanaan, 

penganggaran dan 
evaluasi kinerja 
perangkat daerah 

1 
Dokumen 

70.000.000 

 

1.1.1 

Koordinasi dan 
penyusunan laporan 

capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 
 

Kota 
Dumai 

Jumlah laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD dan laporan hasil 
koordinasi penyusunan 
laporan capaian kinerja 
dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

3 Laporan 13.224.500 

Koordinasi dan 
penyusunan laporan 

capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 
 

Kota Dumai 

Jumlah laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD dan 

laporan hasil 
koordinasi 
penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

3 Laporan 70.000.000 

 

1.2 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen / 

Laporan administrasi 
keuangan perangkat 
daerah 
 

8 
Dokumen 

3.574.361.607 
Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen / 

Laporan administrasi 
keuangan perangkat 
daerah 
 

8 
Dokumen  

 

1.2.1 
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Kota 

Dumai 

Jumlah Orang yang 
menerima gaji dan 

tunjangan ASN 
 

32 Orang  3.551.354.055 
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 
Kota Dumai 

Jumlah Orang yang 
menerima gaji dan 

tunjangan ASN 
 

32 Orang  3.551.354.055 

 

1.2.2 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Kota 

Dumai 

Jumlah Laporan 
Keuangan akhir tahun 
SKPD dan laporan hasil 

Koordinasi penyusunan 
laporan keuangan akhir 
tahun SKPD 

2 Laporan 11.507.552 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Kota Dumai 

Jumlah Laporan 
Keuangan akhir tahun 
SKPD dan laporan 

hasil Koordinasi 
penyusunan laporan 
keuangan akhir tahun 

2 Laporan 25.000.000 
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 SKPD 
 

1.2.3 

Penyusunan 
Pelaporan dan 

Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran 

Kota 

Dumai 

Jumlah Dokumen 
pelaporan dan analisis 
prognosis realisasi 

anggaran 
 

1 

Dokumen 
11.500.000 

Penyusunan 
Pelaporan dan 

Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran 

Kota Dumai 

Jumlah Dokumen 
pelaporan dan analisis 
prognosis realisasi 

anggaran 
 

1 

Dokumen 
20.000.000 

 

1.3 

Administrasi 
Barang Milik 
Daerah Perangkat 

Daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah laporan 
admnistrasi barang 
milik daerah pada 

perangkat daerah 

2 Laporan 24.983.900 
Administrasi Barang 
Milik Daerah 
Perangkat Daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah laporan 
admnistrasi barang 
milik daerah pada 

perangkat daerah 

2 Laporan  

 

1.3.1  
Penatausahaan 
barang milik daerah 
pada SKPD 

Kota 
Dumai 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan barang 
milik daerah pada 
SKPD 

2 Laporan 24.983.900 
Penatausahaan 
barang milik daerah 
pada SKPD 

Kota Dumai 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan barang 
milik daerah pada 
SKPD 

2 Laporan 50.000.000 

 

1.4 

Administrasi 

Kepegawaian 
perangkat daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah dokumen 

administrasi 
kepegawaian 
perangkat daerah 

3 
Dokumen 

155.225.500 

Administrasi 

Kepegawaian 
perangkat daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah dokumen 

administrasi 
kepegawaian 
perangkat daerah 

3 
Dokumen  

 

1.4.1  
Pengadaan Pakaian 
dinas beserta atribut 
kelengkapannya 

Kota 
Dumai 

Jumlah paket pakaian 
dinas beserta atriut 
kelengkapan 

40 Paket 59.860.500 
Pengadaan Pakaian 
dinas beserta atribut 
kelengkapannya 

Kota Dumai 
Jumlah paket pakaian 
dinas beserta atriut 
kelengkapan 

40 Paket 100.000.000 

 

1.4.2 

Pendidikan dan 
pelatihan pegawai 

berdasarkan tugas 
dan fungsi 

Kota 

Dumai 

Jumlah pegawai 
berdasarkan tugas dan 

fungsi yang mengikuti 
pendidikan dan 
pelatihan 

2 Orang 50.068.000 

Pendidikan dan 
pelatihan pegawai 

berdasarkan tugas 
dan fungsi 

Kota Dumai 

Jumlah pegawai 
berdasarkan tugas dan 

fungsi yang mengikuti 
pendidikan dan 
pelatihan 

2 Orang 300.000.000 

 

1.4.3 

Bimibingan teknis 

implementasi 
peraturan 
perundang-
undangan 

Kota 
Dumai 

Jumlah orang yang 

mengikuti bimbingan 
teknis implementasi 
peraturan perundang-
undangan  

2 orang 45.297.000 

Bimibingan teknis 
implementasi 
peraturan perundang-
undangan 

Kota Dumai 

Jumlah orang yang 

mengikuti bimbingan 
teknis implementasi 
peraturan perundang-
undangan  

2 orang 50.000.000 

 

1.5 
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Kota 

Dumai 

Jumlah 
Dokumen/Laporan 
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
 

2 

Dokumen 
492.855.560 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Kota 

Dumai 

Jumlah 
Dokumen/Laporan 
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
 

2 

Dokumen  

 

1.5.1  

Penyediaan 
komponen instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor 

Kota 
Dumai 

Jumlah paket 

komponen instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor yang 
disediakan 

 

1 paket 20.009.100 

Penyediaan 
komponen instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor 

Kota Dumai 

Jumlah paket 

komponen instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor yang 
disediakan 

 

1 paket 30.000.000 
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1.5.2  
Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Kota 
Dumai 

Jumlah Paket peralatan 
dan perlengkapan 
kantor yang disediakan  

1 Paket 94.381.000 
Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

Kota Dumai 

Jumlah Paket 

peralatan dan 
perlengkapan kantor 
yang disediakan  

1 Paket 200.000.000 

 

1.5.3 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Kota 
Dumai 

Jumlah Paket bahan 
logistic kantor yang 
disediakan 

1 Paket 103.255.360 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Kota Dumai 
Jumlah Paket bahan 
logistic kantor yang 
disediakan 

1 Paket 150.000.000 

 

1.5.4 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 

Penggandaan 

Kota 

Dumai 

Jumlah paket  barang 
cetakan dan pengadaan 

yang disediakan 

1 Paket 50.286.900 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 

Penggandaan 

Kota Dumai 

Jumlah paket  barang 
cetakan dan 

pengadaan yang 
disediakan 

1 Paket 50.286.900 

 

1.5.5 

Penyediaan bahan 

bacaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Kota 
Dumai 

Jumlah dokumen 

bahan bacaan dan 
peraturan perundang-
undangan yang 
disediakan 

1 
Dokumen 

11.600.00 
Penyediaan bahan 
bacaan dan peraturan 
perundang-undangan 

Kota Dumai 

Jumlah dokumen 

bahan bacaan dan 
peraturan perundang-
undangan yang 
disediakan 

1 
Dokumen 

15.000.000 

 

1.5.6 
Penyelenggaraan 
rapat koordinasi dan 
konsultasi SKPD 

Kota 
Dumai 

Jumlah laporan 
penyelenggaraan rapat 
koordinasi dan 
konsultasi SKPD 

1 Laporan 178.554.000 
Penyelenggaraan 
rapat koordinasi dan 
konsultasi SKPD 

Kota Dumai 

Jumlah laporan 
penyelenggaraan rapat 
koordinasi dan 
konsultasi SKPD 

1 Laporan 250.000.000 

 

1.5.7 
Penatausahaan arsip 
dinamis 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen 

penatausahaan arsip 
dinamis pada SKPD 

1 
Dokumen  

10.010.300 
Penatausahaan arsip 
dinamis 

Kota Dumai 

Jumlah Dokumen 

penatausahaan arsip 
dinamis pada SKPD 

1 
Dokumen  

30.000.000 

 

1.5.8 

Dukungan 
pelaksanaan system 
pemerintahan 

berbasis elektronik 
pada SKPD 

Kota 

Dumai 

Jumlah Dokumen 
Dukungan pelaksanaan 
system pemerintahan 

berbasis elektronik 
pada SKPD 

1 

Dokumen 
24.758.900 

Dukungan 
pelaksanaan system 
pemerintahan 

berbasis elektronik 
pada SKPD 

Kota Dumai 

Jumlah Dokumen 
Dukungan 
pelaksanaan system 

pemerintahan berbasis 
elektronik pada SKPD 

1 

Dokumen 
30.000.000 

 

1.6 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah Unit 

Pengadaan   Barang   
Milik   Daerah   
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

30 unit 155.545.700 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah Unit 

Pengadaan   Barang   
Milik   Daerah   
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

30 unit 
 

 

1.6.1 

Pengadaan 
kendaraan dinas 

operasional atau 
lapangan 

Kota 

Dumai 

Jumlah unit kendaraan 
dinas operasional atau 

lapangan yang 
disediakan 

25 Unit  0 
Pengadaan kendaraan 
dinas operasional 

atau lapangan 

Kota Dumai 

Jumlah unit 
kendaraan dinas 
operasional atau 

lapangan yang 
disediakan 

25 Unit  650.000.000 

 

1.6.2 Pengadaan Mebel 
Kota 

Dumai 
Jumlah paket mebel 
yang disediakan 

1 paket 37.344.600 Pengadaan Mebel Kota Dumai 
Jumlah paket mebel 
yang disediakan 

1 paket 150.000.000 
 

1.6.3 Pengadaan asset 

tetap lainnya 

Kota 

Dumai 

Jumlah unit asset tetap 

lainnya yang disediakan 
5 Unit 0 

Pengadaan asset tetap 

lainnya 
Kota Dumai 

Jumlah unit asset 
tetap lainnya yang 

disediakan 

5 Unit 0 
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1.6.4 
Pengadaan sarana 
dan prasarana 

gedung kantor atau 
bangunan lainnya 

Kota 

Dumai 

Jumlah unit sarana 
dan prasarana gedung 

kantor atau bangunan 
lainnya yang disediakan 

15 unit 118.201.100 

Pengadaan sarana 
dan prasarana 

gedung kantor atau 
bangunan lainnya 

Kota Dumai 

Jumlah unit sarana 
dan prasarana gedung 

kantor atau bangunan 
lainnya yang 
disediakan 

15 unit 200.000.000 

 

1.7 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

4 Laporan 527.669.000 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

4 Laporan 
 

 

1.7.1 
Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

Kota 

Dumai 

Jumlah aporan 

penyediaan jasa surat 
menyurat 

1 Laporan 5.629.200 
Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 
Kota Dumai 

Jumlah aporan 

penyediaan jasa surat 
menyurat 

1 Laporan 10.000.000 

 

1.7.2 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Kota 

Dumai 

Jumlah laporan 
penyediaan jasa 
komunikasi, sumber 

daya air dan listrik 
yang disediakan 

1 Laporan 90.000.000 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Kota Dumai 

Jumlah laporan 
penyediaan jasa 
komunikasi, sumber 

daya air dan listrik 
yang disediakan 

1 Laporan 150,000,000 

 

1.7.3 
Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Kota 
Dumai 

Jumlah laporan 
penyediaan jasa 

peralatan dan 
perlengkapan kantor 
yang disediakan 

1 Laporan 61.060.000 

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Kota Dumai 

Jumlah laporan 
penyediaan jasa 

peralatan dan 
perlengkapan kantor 
yang disediakan 

1 Laporan 200.0000.000 

 

1.7.4 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Kota 
Dumai 

Jumlah laporan 
penyediaan jasa 
pelayanan umum 
kantor yang disediakan 

1 Laporan 307.979.800 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Kota Dumai 

Jumlah laporan 
penyediaan jasa 
pelayanan umum 
kantor yang disediakan 

1 Laporan 350.000.000 

 

1.8 

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
 

Kota 

Dumai 

Jumlah Unit 
Pemeliharaan  Barang  
Milik  Daerah  

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

152 Unit 205.787.000 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 
 

Kota 

Dumai 

Jumlah Unit 
Pemeliharaan  Barang  
Milik  Daerah  

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

152 Unit 
 

 

1.8.1 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Kota 

Dumai 

Jumlah kendaraan 
dinas operasional atau 
lapangan yang 

dipelihara dan 
dibayarkan pajak dan 
perizinanannya 
 

100 Unit 205.787.000 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Kota Dumai 

Jumlah kendaraan 
dinas operasional atau 
lapangan yang 

dipelihara dan 
dibayarkan pajak dan 
perizinanannya 
 

100 Unit 350.000.000 

 

1.8.2 
Pemeliharaan 
peralatan dan mesin 
lainnya 

Kota 
Dumai 

Jumlah peralatan dan 
mesin lainnya yang 
dipelihara 

 

50 Unit 0 
Pemeliharaan 
peralatan dan mesin 
lainnya 

Kota Dumai 

Jumlah peralatan dan 
mesin lainnya yang 
dipelihara 

 

50 Unit 0 
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1.8.3 

Pemeliharaan/Rehab
ilitasi Gedung Kantor 
dan bangunan 
lainnya 

Kota 
Dumai 

Junlah gedung kantor 

dan bangunan lainnya 
yang dipelihara/ 
rehabilitasi 

 

1 Unit 0 

Pemeliharaan/Rehabil
itasi Gedung Kantor 
dan bangunan 
lainnya 

Kota Dumai 

Junlah gedung kantor 
dan bangunan lainnya 
yang dipelihara/ 
rehabilitasi 

1 Unit 0 

 

2  

PROGRAM 
PENANGGULANGAN 

BENCANA 
 

Kota 

Dumai 

Persentase 
Penyelenggaraan 

Penanggulangan 
Bencana 
 

85 % 2.160.136.338 

PROGRAM 
PENANGGULANGAN 

BENCANA 
 

Kota 

Dumai 

Persentase 
Penyelenggaraan 

Penanggulangan 
Bencana 
 

85 % 
 

 

2.1 

Pelayanan 
informasi rawan 

bencana 
kabupaten/kota 

Kota 

Dumai 

Jumlah dokumen 
pelayanan informasi 

rawan bencana 
kabupaten/kota 

1 

Dokumen 
248.564.500 

Pelayanan informasi 

rawan bencana 
kabupaten/kota 

Kota 

Dumai 

Jumlah dokumen 
pelayanan informasi 

rawan bencana 
kabupaten/kota 

1 

Dokumen  

 

2.1.1 
Penyusunan kajian 
resiko bencana 
kabupaten/kota 

Kota 
Dumai 

Jumlah dokumen 
kajian resiko bencana 
yang dilegalisasi 

1 
Dokumen 

248.564.500 
Penyusunan kajian 
resiko bencana 
kabupaten/kota 

Kota Dumai 
Jumlah dokumen 
kajian resiko bencana 
yang dilegalisasi 

1 
Dokumen 

350.000.000 

 

2.2 

Pelayanan 

Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 
 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen 

pelayanan Pencegahan 
dan kesiapsiagaan 
terhadap bencana 
 

6 
Dokumen 

1.693.969.838 

Pelayanan 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen 

pelayanan 
Pencegahan dan 
kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

6 
Dokumen  

 

2.2.1 

Penyusunan rencana 
penanggulangan 

bencana 
kabupaten/kota 

Kota 

Dumai 

Jumlah dokumen 
rencana 
penanggulangan 

bencana yang 
dilegalisasi 
 

1 

Dokumen 
229.979.800 

Penyusunan rencana 
penanggulangan 

bencana 
kabupaten/kota 

Kota Dumai 

Jumlah dokumen 
rencana 
penanggulangan 

bencana yang 
dilegalisasi 

1 

Dokumen 
350.000.000 

 

2.2.2 
Pelatihan 
pencegahan dan 
mitigasi bencana 
kabupaten/kota 

Kota 
Dumai 

Jumlah warga Negara 

dan aparatur 
yangmengikuti 
pelatihan pencegahan 
dan mitigasi bencana 

30 warga 106.954.200 
Pelatihan pencegahan 
dan mitigasi bencana 
kabupaten/kota 

Kota Dumai 

Jumlah warga Negara 

dan aparatur 
yangmengikuti 
pelatihan pencegahan 
dan mitigasi bencana 

30 warga 250.000.000 

 

2.2.3 

Pengendalian operasi 
dan penyediaan 
sarana prasarana 

kesiapsiagaan 
terhadap bencana 
kabupaten/kota 

Kota 

Dumai 

Jumlah Dokumen hasil 
pengendalian operasi 
dan penyediaan sarana 

prasana kesiapsiagaan 
terhadap bencana 
kabupaten/kota 

1 

Dokumen 
0 

Pengendalian operasi 
dan penyediaan 
sarana prasarana 

kesiapsiagaan 
terhadap bencana 
kabupaten/kta 

Kota Dumai 

Jumlah Dokumen hasil 
pengendalian operasi 
dan penyediaan sarana 

prasana kesiapsiagaan 
terhadap bencana 
kabupaten/kota 

1 

Dokumen 
0 

 

2.2.4 

Penyediaan 
peralatan 
perlindungan dan 
kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

Kota 
Dumai 

Jumlah peralatan 
penyelamatan diri bagi 
individu warga Negara, 
keluarga, maupun 

petugas 

50 unit 226.191.938 

Penyediaan peralatan 
perlindungan dan 
kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

Kota Dumai 

Jumlah peralatan 
penyelamatan diri bagi 
individu warga Negara, 
keluarga, maupun 

petugas 

50 unit 300.000.000 
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2.2.5 
Pengelolaan resiko 
bencana 
kabupaten/kota 

Kota 
Dumai 

Jumlah dokumen 
analisis resiko bencana 

pada kegiatan 
pembangunan yang 
mempunyai resiko 
tinggi menimbulkan 

bencana 

1 
Dokumen 

250.000.000 
Pengelolaan resiko 
bencana 
kabupaten/kota 

Kota Dumai 

Jumlah dokumen 
analisis resiko bencana 

pada kegiatan 
pembangunan yang 
mempunyai resiko 
tinggi menimbulkan 

bencana 

1 
Dokumen 

350.000.0000 

 

2.2.6 
Penanganan pasca 
bencana 

kabupaten/kota 

Kota 
Dumai 

Jumlah bantuan/paket 1 kegiatan 280.843.900 
Penanganan pasca 
bencana kabupaten 

/kota 

Kota Dumai Jumlah bantuan/paket 1 kegiatan 500.000.000 

 

2.2.7 

Pengembangan 
Kapasitas Tim 

Reaksi Cepat (TRC) 
bancana 
kabupaten/kota 

Kota 
Dumai 

Jumlah personil TRC 

yang dikembangkan 
kapasitas teknis dan 
manajerialnya 

20 orang 600.000.000 

Pengembangan 

Kapasitas Tim Reaksi 
Cepat (TRC) bancana 
kabupaten/kota 

Kota Dumai 

Jumlah personil TRC 

yang dikembangkan 
kapasitas teknis dan 
manajerialnya 

20 orang 800.000.000 

 

2.3 

Pelayanan 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 

Bencana 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen 
pelayanan 
penyelamatan dan 
evakuasi korban 

bencana 
 

1 
Dokumen 

150.000.000 

Pelayanan 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 

Bencana 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen 
pelayanan 
penyelamatan dan 

evakuasi korban 
bencana 

1 
Dokumen  

 

2.3.1 
Respon Cepat 
Darurat Bencana 
Kabupaten/Kota 

Kota 
Dumai 

SK Penetapan Status 

Darurat Bencana dan 
SKPDB yang ditetapkan 
paling lama 1x24jam 
berdasarkan ahasil 

dokumen laporan kaji 
cepat 
 

1 
Dokumen 

150.000.000 
Respon Cepat Darurat 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Kota Dumai 

SK Penetapan Status 

Darurat Bencana dan 
SKPDB yang 
ditetapkan paling lama 
1x24jam berdasarkan 

ahasil dokumen 
laporan kaji cepat 

1 
Dokumen 

400.000.000 

 

2.3.2 

Aktivasi sistem 
komando 
penanganan darurat 
bencana 

Kota 
Dumai 

Jumlah laporan 
pelaksanaan aktivasi 
sistem komando 
penanganan darurat 

bencana 

1 Laporan 0 
Aktivasi sistem 
komando penanganan 
darurat bencana 

Kota Dumai 

Jumlah laporan 
pelaksanaan aktivasi 
sistem komando 
penanganan darurat 

bencana 

1 Laporan 0 

 

2.4 

Penataan system 
dasar 

penanggulangan 
bencana 

Kota 

Dumai 

Jumlah dokumen 
penataan system 

dasar penanggulangan 
bencana 

4 

Dokumen 
67.602.000 

Penataan system 
dasar 

penanggulangan 
bencana 

Kota 

Dumai 

Jumlah dokumen 
penataan system 

dasar penanggulangan 
bencana 

4 

Dokumen 
 

 

2.4.1 

Penguatan 
kelembagaan 

bencana 
kabupaten/kota 

Kota 

Dumai 

Jumlah dokumen tata 

kelola kelembagaan 
bencana daerah 

1 

dokumen 
67.602.000 

Penguatan 

kelembagaan bencana 
kabupaten/kota 

Kota Dumai 

Jumlah dokumen tata 

kelola kelembagaan 
bencana daerah 

1 

dokumen 
200.000.000 

 

3. 

PROGRAM 

PENCEGAHAN, 
PENANGGULANGAN
PENYELAMATAN 
KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN 
NON KEBAKARAN 

Kota 
Dumai 

Persentase 

Pencegahan, 
Penanggulangan, 
Penyelamatan 
Kebakaran dan Non 

Kebakaran 
 

85% 1.810.000.000 

PROGRAM 

PENCEGAHAN, 
PENANGGULANGAN, 
PENYELAMATAN 
KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN 
NON KEBAKARAN 

Kota 
Dumai 

Persentase 

Pencegahan, 
Penanggulangan, 
Penyelamatan 
Kebakaran dan Non 

Kebakaran 
 

85%  
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3.1 

Pencegahan, 

Pengendalian, 
Pemadaman, 
Penyelamatan, dan 
Penanganan Bahan 

Berbahaya dan 
Beracun Kebakaran 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen 
Pencegahaan 

Pengendalian 
Pemadaman 
Peneyelamanatan Dan 
Penaganan  Bahan 

Berbahaya Dan 
Beracun Kebakaran 
Dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

1 
Dokumen 

1.810.000.000 

Pencegahan, 

Pengendalian, 
Pemadaman, 
Penyelamatan, dan 
Penanganan Bahan 

Berbahaya dan 
Beracun Kebakaran 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen 
Pencegahaan 

Pengendalian 
Pemadaman 
Peneyelamanatan Dan 
Penaganan  Bahan 

Berbahaya Dan 
Beracun Kebakaran 
Dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

1 
Dokumen 

 

 

3.1.1 

Pengadaan sarana 
dan prasarana 

pencegahan, 
penanggulangan 
kebakaran dan alat 
pelindung diri 

Kota 
Dumai 

Jumlah sarana dan 
prasarana untuk 
pencegahan dan 

penanggulangan 
kebakaran dan alat 
pelindung diri yang sah 
dan legal sesuai 

standart teknis terkait 

25 unit 1.810.000.000 

Pengadaan sarana 
dan prasarana 

pencegahan, 
penanggulangan 
kebakaran dan alat 
pelindung diri 

Kota Dumai 

Jumlah sarana dan 
prasarana untuk 
pencegahan dan 

penanggulangan 
kebakaran dan alat 
pelindung diri yang 
sah dan legal sesuai 

standart teknis terkait 

25 unit 2.500.0000.000 
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Review Rancangan Akhir RKPD pada perencanaan dan Review Tabel TC. 31 

diatas terhadap program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Dumai tahun 2024 direncanakan sebanyak 3 (tiga) program, 13 (tiga 

belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Adapun  yang menjadi catatan 

dalam penganggaran kegiatan tahun 2024 adalah program dan kegiatan urusan 

Penanggulangan bencana belum memadai dimana pagu yang  dianggarakan belum 

mengakomodir jika terjadi bencana, penanganan saat terjadi bencana baik bencana 

alam maupun non alam. Perlu adanya kajian Risiko bencana untuk mengetahui 

jenis ancaman dan pemetaan terhadap ancaman sesuai dengan karakteristik 

wilayah sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai pedoman 

atau acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, peningkatan 

kapasitas  pengembangan  personil/ASN  serta peningkatan kapasitas masyarakat 

dalam mengahadapi bencana seperti dengan melakukan patrol rutin, patrol 

terpadu, penyadartahuan masyarakat tentang informasi rawan bencana, edukasi 

dan sosialisasi dalam rangka pengurangan risiko bencana untuk meminimalisir 

kerugian jika terjadi bencana. 

 
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 
Perencanaan pembangunan daerah kota Dumai  berasaskan lima prinsip yaitu 

perencanaan politik, perencanaan teknokratik, perencanaan partisipatif, 

perencanaan top down, dan perencanaan bottom up. Musrenbang Kota Dumai 

tahun 2024 merupakan bagian dari perencanaan partisipatif, perencanaan top 

down dan perencanaan bottom up yang dimulai dari tingkat kelurahan, tingkat 

kecamatan dan tingkat Kota . 

Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat pada BPBD Kota Dumai 

dilakukan saat Musrenbang tingkat kecamatan maupun kota, dimana didalam 

proses pengusulan kegiatan tersebut dapat disampaikan di Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (SIPD), namun untuk kegiatan baru dapat diproses setelah 

musrenbang dilaksanakan.  

Usulan yang disampaikan dalan forum Musrenbang menjadi penting dalam 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD, yaitu terkait  isu yang berkembang 

saat ini seperti  kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknolagi, limbah B3 serta 

banjir dan angin puting beliung. Semua permasalahan bencana tersebut dapat 

diakomodir melalui program dan kegiatan penangguangan bencana yang bersinergi 

dengan pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat. 

Pada tabel TC. 32 dapat dilihat bahwa tabel yang disajikan merupakan  

perencanaan program dan kegiatan yang mengakomodir usulan masyarakat 

terhadap kebencanaan . 
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Tabel T-C.32 
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 

Kota Dumai 
 

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
 

No 
Program/Kegiatan/ 

Sub kegiatan 
Lokasi 

Indikator Besaran/ 
Volume 

Catatan 
Kinerja 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

- - - - - - 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA 
DUMAI 

 

 

3.1.  Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 

 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak terpisahkan 

dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan 

pembangunan nasional dan mewujudkan visi presiden: Terwujudnya Indonesia 

yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, serta Berlandaskan Gotong Royong. 

Hal ini berkaitan dengan misi BNPB yaitu: “Ketangguhan Bangsa Dalam 

Menghadapi Bencana”. Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin 

diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, yaitu bagaimana 

negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat 

dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang peta rawan bencana, 

memberikan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dalam 

menghadapi bencana, mengikutsertakan masyarakat dalam melakukan pencegahan 

dan mitigasi bencana serta mengaktifkan Focus group discution (FGD) dalam 

rangka pengurangan Risiko bencana.  

Menjauhkan bencana dari masyarakat dan meningkatkan kemampuan daya 

lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana. Ketangguhan 

sebagai budaya hidup harmonis diharapkan mampu mengantisipasi, mengadaptasi, 

memproteksi, menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya 

serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan 

bencana menjadi yang pertama dalam setiap upaya penanggulangan bencana. Misi 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu:  

1.  Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya 

pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. 

Keduanya menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;  

2.  Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan 

efisien;  

3.   Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui 

rehabilitasi dan rekonstruksi yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan 

risiko bencana;  

4. Menyelenggarakan dukungan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan 

bencana;   

5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip 

good governance. 
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Selain Visi dan Misi BNPB juga  mempunyai tugas sebagai berikut  : 

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan 

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, 

rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara. 

2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana berdasarkan peraturan perundangan-undangan. 

3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada 

masyarakat. 

4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap 

sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat 

bencana. 

5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan 

nasional dan internasional. 

6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN. 

7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD). 

 

Sedangkan tujuan merupakan penjabaran atas visi Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan adalah:  

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko 

bencana yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan 

masyarakat;  

2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana; 

3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan  

rekonstruksi pascabencana; 

4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan, tata kelola logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB;  

5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan 

penanggulangan bencana; 

6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka 

mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, 

transpan dan akuntabel.  

 

Sementara itu, sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

tahun 2015-2019 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah 

menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko 

tinggi. Indikator kinerja sasaran strategis meliputi:  

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kajian risiko bencana; 
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2. Rata-rata waktu respon kejadian bencana;  

3. Persentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi 

daerahpasca bencana;  

4. Persentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan 

bencana yang memadai; dan 

5. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana. 

 

Penangulangan Bencana merupakan sebuah estafet yang perlu disinergikan 

antara pusat  dan daerah, dalam hal ini provinsi juga mempunyai visi yaitu : 

“Mengurangi resiko bencana dan penanganan darurat bencana” 

Dengan Upaya Pencapaian Tujuan : 

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka 

pengurangan resiko bencana. 

2. Memantapkan pelaksanaan penanggulangan bencana pada setiap tahapan 

bencana. 

3. Meningkatkan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur publik pasca 

bencana. 

4. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan dalam efektifitas 

penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan 

bencana. 
 

Sedangkan misi yaitu : 

1. Terwujudnya kesiapsiagaan dan kemampuan pemerintah dalam upaya 

pengurangan resiko bencana. 

2. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan 

profesional. 

3. Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi dalam upaya rehabilitasi dan 

rekonstruksi dampak bencana. 

4. Terwujudnya penguatan kelembagaan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi 

serta kewenangan penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

5. Terwujudnya masyarakat dan dunia usaha yang peduli bencana. 

 

 Prioritas nasional terhadap penanggulangan bencana adalah penguatan 

mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Hal tersebut harus tetap dijadikan prioritas 

sebagaimana komitmen dalam RPJMN 2020-2024 terkait lingkungan hidup, 

ketahanan bencana dan perubahan iklim. Beberapa jenis bencana yang sering 

terjadi di Indonesia adalah cuaca ekstrem, gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. 

Keempat jenis bencana tersebut berhubungan erat dengan isu krisis iklim. Oleh 

karena itu, mitigasi bencana iklim juga sangat diperlukan. 

Melihat kondisi dan letak geografis Indonesia, pemetaan risiko iklim dan 

bencana menjadi mutlak diperlukan. Selain itu, isu krisis iklim semakin menuntut 
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penanganan secara holistik dengan pendekatan multi disiplin. Beberapa instrumen 

kebijakan digunakan sebagai modal untuk pengelolaan risiko bencana yang lebih 

baik. Instrumen tersebut di antaranya Rencana Induk Penanggulangan Bencana 

(RIPB) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 

yang telah menyediakan peta jalan penanggulangan bencana jangka panjang hingga 

tahun 2044. 

Hal-hal terkait penganggaran dan penanggulangan bencana merupakan 

wujud semangat gotong royong dalam pembiayaan risiko bencana. Pemerintah 

pemerintah daerah juga memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagai 

ukuran minimal pelayanan kebencanaan yang harus diberikan kepada masyarakat 

dan perlu optimal dalam pelaksanaannya secara terpadu.  

Instrumen-instrumen tersebut tidak dapat sertamerta membawa 

keberhasilan dalam penanganan bencana sepanjang para pemangku kepentingan 

belum bekerja secara terpadu. Oleh karena itu, hendaknya seluruh pihak harus 

bersatu padu menyumbangkan kontribusi terbaiknya agar ketangguhan bangsa 

dalam menghadapi bencana benar-benar terwujud. Seluruh dedikasi waktu, tenaga, 

dan sumber daya yang dicurahkan dalam menangani dan menyelesaikan krisis-

krisis penanggulangan bencana di berbagai pelosok Indonesia diharapkan mampu 

menjadi sinergi lintas unsur pentahelix. Hal ini harus senantiasa dikembangkan 

agar terwujudnya ketangguhan bencana bagi kemaslahatan seluruh masyarakat 

Indonesia. Arahan Presiden menitikberatkan pada pencegahan bencana, budaya 

kerja, kolaborasi, pemanfaatan teknologi, serta pelaksanaan edukasi kepada 

masyarakat. Beberapa poin tersebut mendukung apa yang saat ini dan yang sudah 

lalu menjadi tantangan bagi BPBD.  

Badan Penangulangan bencana Daerah Kota Dumai sebagai salah satu stake 

holder pemangku urusan kebencanaan  menstimulan setiap usulan kebencanaan 

melalui progarm dan kegiatan pada tahun berjalan dimana untuk tahun 2024 

BPBD kota dumai merencanakan program  yaitu penanggulangan bencana  dan 

program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan Kebakaran serta 

penyelamatan non kebakaran.  

 

3.2.  Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kota Dumai 

 

Sejalan dengan Visi pembangunan Kota  Dumai  sebagaimana dalam RPJMD 

Kota Dumai  tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan 

dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu", adapun sasaran 

yang akan dicapai BPBD Kota Dumai adalah meningkatnya kualitas lingkungan 

hidup dan ketahanan bencana. Hal ini berkaitan dengan tujuan BPBD yaitu 

mewujudkan infrastruktur dan ruang Kota Dumai yang berkualitas dan 

berwawasan lingkungan. 
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Penetapan tujuan didasarkan kepadamisi yang sudah dirumuskan dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan. Berdasarkan hal tersebut 

tujuan pelaksanaan tugas adalah untuk meningkatkankualitas pelayanan 

kebencanaan. Adapun tujuan yang ingin dicapai merupakan penjabaran atau 

implementasi dari pernyataan misi yakni meningkatkan kualitas pelayanan 

kebencanaan.  
 

NO Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2024 

1 
Persentase 4 jenis bencana yang 
ditangani 

85% 

2 
Persentase penanggulangan dan 
penanganan bencana 

78.21% 

3 
Response Time Rate Kejadian 
Bencana 

100% 

4. 
Cakupan Wilayah Penanganan 
bencana 

56.42% 

 

Dilihat dari tabel diatas bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Dumai mempunyai 4 indikator utama dan masing masing indikator mempunyai 

target pada tahun 2024. Persentase jenis bencana kebakaran hutan dan lahan 

dimana program yang mendukung indikator ini adalah penanggulangan bencana 

dimana penganggaran dalan program ini belum sepenuhnya memenuhi kriteria 

SPM Sub Urusan bencana artinya pagu belum mendukung dari tugas dan fungsi 

BPBD itu sendiri. 

Penanganan kebakaran belum bisa memenuhi target 100 % karena respon 

time jarak tempuh ke lokasi kejadian belum sepenuhnya terpenuhi. Pada kawasan 

kota respon time 15 menit dapat terpenuhi, namun tidak untuk kawasan terjauh. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi Badan Pengagulangan Bencana Daerah 

Kota Dumai mengusulkan untuk pembuatan sektor pos kebakaran pada wilayah 

kecamatan yang terjauh, pemenuhan peralatan  sarana dan prasarana serta 

penambahan personil. Hal ini merupakan salah satu cara untuk memenuhi respon 

time. 

 

3.3.  Program dan Kegiatan 

Pada dasarnya kegiatan BPBD Kota Dumai adalah sebagai perangkat daerah 

pendukung dalam Misi 3 “Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas”, 

seiring dengan berjalannya program dan kegiatanyang dapat mendorong pencapaian 

Visi dan Misi Kota Dumai di tahun perencanaan 2024. 

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Dumai pada tahun 2024 dapat dilihat dari tabel  T-C 33 

sebagai berikut : 



Rancangan Akhir Renja BPBD TA 2024 
44 

Tabel T.C 33 
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 

Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 
Kota Dumai 

 



Rancangan Akhir Renja BPBD TA 2024 
45 

 



Rancangan Akhir Renja BPBD TA 2024 
46 

 

 



Rancangan Akhir Renja BPBD TA 2024 
47 

 



Rancangan Akhir Renja BPBD TA 2024 
48 

 

 



Rancangan Akhir Renja BPBD TA 2024 
49 

 



Rancangan Akhir Renja BPBD TA 2024 
50 

 



Rancangan Akhir Renja BPBD TA 2024 
51 

 



Rancangan Akhir Renja BPBD TA 2024 
52 

 



Rancangan Akhir Renja BPBD TA 2024 

53 

BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 
 

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 berisi program, kegiatan dan sub 

kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya 

capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai untuk mendukung 

prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun 

pemenuhanpelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintah daerah. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumaidi tahun 2024 

merencanakan untuk melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) 

kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, dengan mempertimbangkan 

perkembangan permasalahan lingkungan yang dihadapi. Adapun kegiatan pada 

Renja Tahun 2024, yaitu : 

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1.1  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

2.1    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

2.2    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

2.3    Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

3.1    Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

4.1    Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

4.2    Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

4.3    Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

5.1    Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

5.2    Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

5.3    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

5.4    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

5.5    Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

5.6    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

5.7    Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 

5.8    Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

pada SKPD 
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6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

6.1    Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

6.2    Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

6.3    Pengadaan Mebel 

6.4    Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

7.1    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

7.2    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

7.3    Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

7.4    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

8.1    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 
 

B. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 

1.1    Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

2.1    Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 

Kabupaten/Kota 

2.2    Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 

2.3    Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 

2.4    Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 

2.5    Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap 

Bencana 

2.6    Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

3.1    Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 

4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 

4.1    Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 

4.2    Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 
 

C. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN 

KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan 

Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

1.1    Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

1.2    Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan 

Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 
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BAB V 

PENUTUP 
 

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Dumai tahun 2024 ini dibuat sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan 

program kegiatan tahun 2024. Harapannya program dan kegiatan tersebut 

dapat berlangsung terarah dan sesuai dengan Rencana Strategis Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai tahun 2021-2026. Namun 

untuk dapat menerapkan segala hal yang telah dirumuskan dalam rencana 

kerja tersebut, perlu adanya dukungan dari lintas sektoral, masyarakat, 

pelaku usaha, akademisi dan media, dengan memberikan pemahaman 

kepada semua stakeholder bahwasannya penyelenggaraan penanggulangan 

bencana dan pengurangan risiko bencana menjadi urusan Bersama, 

sehingga target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja 

Tahun 2024 ini dalam rangkka penyelenggaraan penanggulangan bencana 

bisa  terlaksana secara efektif, efisien, terukur dan terarah. 

Dumai, 01 Agustus 2023 
Plt. Kepala Pelaksana, 
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